
 

Pediaqu : Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora 

Volume 4 Nomor 1 Januari (2025) 

 

2169 

Pediaqu : Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora 

https://publisherqu.com/index.php/pediaqu 

Vol. 4, No. 1 Januari 2025 

P-ISSN:2964-7142; E-ISSN:2964-6499 

 

 

 

PENGAMBILAN KEPUTUSAN ETIS DALAM BIDANG PENDIDIKAN 

 

Sumingse Eunike, Rencan Charisma Marbun 

Institut Agama Kristen Negeri Tarutung 

Sumingseeunike10@gmail.com 

rencaris72@gmail.com 

 

 

Abstrak 

Pengambilan keputusan etis dalam pendidikan adalah suatu proses yang rumit dan penuh 

tantangan, karena melibatkan pilihan yang mempengaruhi berbagai pihak, termasuk siswa, 

guru, orang tua, serta masyarakat luas. Setiap keputusan yang diambil di dunia pendidikan 

dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan moral, intelektual, dan 

sosial individu. Oleh karena itu, keputusan yang diambil oleh pendidik dan pemangku 

kebijakan pendidikan harus berlandaskan pada prinsip-prinsip etika yang kuat, keadilan, 

dan tanggung jawab sosial. Jurnal ini bertujuan untuk membahas secara komprehensif 

berbagai dilema etis yang sering dihadapi dalam dunia pendidikan dan bagaimana prinsip-

prinsip etika dapat diterapkan untuk menyelesaikannya. Teori-teori etika utama, seperti 

deontologi, utilitarianisme, dan etika kebajikan, akan dijelaskan untuk memberikan 

kerangka kerja dalam pengambilan keputusan yang adil dan bijaksana. Selain itu, artikel 

ini juga menganalisis contoh-contoh nyata dari dilema etis yang terjadi dalam praktik 

pendidikan, seperti diskriminasi dalam penilaian, kebijakan zero tolerance, dan masalah 

terkait standar ujian. Akhirnya, jurnal ini akan membahas tantangan yang dihadapi oleh 

pendidik dalam menjaga integritas profesional, hak asasi manusia, dan keadilan dalam 

sistem pendidikan yang semakin kompleks. 

Kata Kunci : Pendidikan, pengambilan keputusan etis, dilema etika, keadilan, tanggung 

jawab sosial, integritas profesional. 

Abstract 

Ethical decision-making in education is a complex process involving choices that 

significantly impact students, teachers, parents, and the broader community. Each decision 

can influence the moral, intellectual, and social development of individuals, necessitating 

a foundation in ethical principles, justice, and social responsibility. This article explores 

common ethical dilemmas in education and the application of ethical theories such as 

deontology, utilitarianism, and virtue ethics to support fair and prudent decision-making. 

Real-world examples, such as discrimination in assessment, zero-tolerance policies, and 

standardized testing issues, are analyzed to illustrate practical challenges faced by 

educators. Furthermore, the article examines ways to uphold professional integrity, human 

rights, and justice in increasingly complex educational systems. This study aims to 

contribute significantly to understanding and applying ethical principles in educational 

decision-making. 
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PENDAHULUAN 

Pendidikan berperan penting dalam membentuk masa depan individu dan 

masyarakat, baik dari sisi pengetahuan, keterampilan, maupun nilai-nilai moral. Sebagai 

profesi yang berorientasi pada pengembangan karakter dan intelektual siswa, pengambilan 

keputusan dalam pendidikan harus dilakukan dengan cermat, karena keputusan tersebut 

tidak hanya memengaruhi individu yang terlibat langsung, tetapi juga memiliki dampak 

yang lebih luas terhadap masyarakat. Pendidik, sebagai pihak yang terlibat langsung dalam 

proses belajar mengajar, sering kali dihadapkan pada berbagai dilema etis yang 

membutuhkan pertimbangan mendalam. 

Pengambilan keputusan etis di dunia pendidikan mencakup berbagai dimensi, mulai 

dari cara pendidik memperlakukan siswa, bagaimana penilaian dilakukan, hingga 

kebijakan-kebijakan yang diterapkan di sekolah. Dalam banyak kasus, keputusan tersebut 

tidak hanya berdasar pada pertimbangan akademis, tetapi juga moral dan sosial, yang sering 

kali bersinggungan dengan nilai-nilai keadilan, hak asasi manusia, dan integritas. Oleh 

karena itu, memahami prinsip-prinsip etika dalam pendidikan sangatlah penting. 

Tujuan jurnal ini adalah untuk menganalisis berbagai dilema etis yang muncul 

dalam pendidikan dan menawarkan solusi melalui pendekatan etika yang relevan. Dengan 

menggali berbagai teori etika dan mengaplikasikannya pada situasi nyata, artikel ini 

diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pendidik dan pemangku kebijakan dalam 

membuat keputusan yang lebih bijaksana dan adil. 

 

METODE PENELITIIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang dipilih karena sifatnya yang 

lebih mendalam dalam mengeksplorasi fenomena dan Pendidi etis yang dialami oleh 

pendidik. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman 

yang Pendidik tentang bagaimana pendidik membuat Pendidika etis dalam situasi nyata, 

serta bagaimana mereka merespons berbagai tekanan dan tantangan yang ada di dalam 

lingkungan Pendidikan. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN  

1. DILEMA ETIS YANG PALING SERING DIHADAPI PENDIDIK 

Pendidik sering kali dihadapkan pada dilema etis yang kompleks dan kadang sulit untuk 

diselesaikan secara memuaskan bagi semua pihak. Dilema-dilema ini timbul ketika nilai-

nilai moral atau prinsip etika yang berbeda bertabrakan, sehingga memilih satu keputusan 

berarti mengorbankan nilai atau kepentingan yang lain. Berikut adalah beberapa dilema etis 

yang paling sering dihadapi oleh pendidik dalam praktek pendidikan sehari-hari: 

1.1 Diskriminasi dalam Penilaian 

Penilaian terhadap siswa adalah salah satu keputusan yang paling penting dan sering 

dipertanyakan dalam konteks pendidikan. Namun, dalam proses penilaian, pendidik sering 

kali menghadapi dilema etis terkait dengan perbedaan kemampuan dan latar belakang 

siswa. 

Contoh Kasus: Seorang siswa yang datang dari latar belakang ekonomi yang lebih 

rendah mungkin tidak memiliki akses yang sama ke bimbingan tambahan atau fasilitas 

belajar di luar jam sekolah. Ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam kemampuan 

siswa saat mengikuti ujian atau tugas tertentu. Dalam situasi seperti ini, seorang pendidik 

mungkin merasa sulit untuk memberikan penilaian yang adil, karena perbedaan kondisi 

yang mempengaruhi kemampuan siswa. 

Masalah Etis: Apakah pendidik harus mempertimbangkan latar belakang sosial-

ekonomi siswa dalam penilaian mereka, atau harus tetap mengandalkan standar yang 

seragam? Apakah kebijakan penilaian yang berbasis pada ujian standar dapat dianggap adil 

jika tidak memperhitungkan kesenjangan yang ada antar siswa? 

Pendekatan Etis: Teori utilitarianisme mungkin menyarankan agar pendidik 

mempertimbangkan kebahagiaan atau kesejahteraan terbanyak bagi mayoritas siswa, 

namun dengan mempertimbangkan bahwa beberapa siswa mungkin memerlukan 

pendekatan penilaian yang berbeda atau bantuan ekstra untuk menciptakan kesetaraan. 

Sebaliknya, deontologi menekankan bahwa pendidik harus memenuhi kewajiban moral 

untuk memberikan penilaian yang adil dan tidak memihak, meskipun dalam praktiknya hal 

ini mungkin tidak selalu memungkinkan tanpa kebijakan yang lebih mendukung inklusi.1 

 

 

 
1 Jeremy Bentham, The Principles of Morals and Legislation (London: T. Payne, 1780). 
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1.2. Kebijakan Zero-Tolerance 

Kebijakan zero-tolerance mengacu pada kebijakan yang menetapkan hukuman atau 

sanksi yang ketat terhadap pelanggaran tertentu, tanpa mempertimbangkan faktor atau 

konteks lain. Biasanya kebijakan ini diterapkan untuk memastikan disiplin dan 

menciptakan lingkungan yang aman di sekolah, namun kebijakan ini sering kali 

menimbulkan dilema etis, terutama ketika tidak memperhitungkan keadaan individu 

siswa.2 

Contoh Kasus: Seorang siswa yang terlibat dalam perkelahian fisik di sekolah 

mungkin diberikan hukuman yang sangat berat berdasarkan kebijakan zero-tolerance, 

meskipun siswa tersebut mungkin hanya bertindak karena mengalami perundungan 

(bullying) sebelumnya. Dalam situasi ini, pendidik dihadapkan pada dilema apakah 

hukuman tersebut adil, atau apakah kebijakan harus lebih mempertimbangkan konteks 

sosial-emosional di balik perilaku siswa. 

Masalah Etis: Apakah kebijakan zero-tolerance yang mengabaikan konteks 

tindakan siswa ini adil, atau malah menjadi bentuk ketidakadilan? Apakah dengan 

memberikan hukuman berat kepada siswa yang terlibat dalam pelanggaran, sekolah akan 

lebih menegakkan disiplin, atau malah menciptakan ketidakpercayaan terhadap sistem 

pendidikan? 

Pendekatan Etis: Dari perspektif deontologi, pendidik dan pemangku kebijakan 

pendidikan memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa sanksi yang diberikan adil dan 

memadai sesuai dengan kesalahan yang dilakukan siswa. Di sisi lain, pendekatan etika 

kebajikan mengutamakan pertimbangan karakter moral siswa, sehingga solusi yang lebih 

berbasis pada rehabilitasi atau pendekatan restoratif mungkin lebih disarankan, daripada 

sekadar menerapkan hukuman yang keras. 

1.3. Inklusi Pendidikan dan Perbedaan Kebutuhan Siswa 

Keberagaman siswa dalam hal kemampuan, latar belakang budaya, bahasa, dan 

kondisi fisik sering kali menimbulkan dilema etis bagi pendidik. Siswa dengan kebutuhan 

khusus, misalnya, mungkin memerlukan pendekatan yang berbeda dalam pengajaran dan 

penilaian, tetapi hal ini dapat menyebabkan ketidaksetaraan antara siswa yang memiliki 

akses ke sumber daya atau perhatian tambahan.3 

 
2 John Rawls, A Theory of Justice (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971), 12–14. 
3 Ainscow, M., & Booth, T. (2004). The Index for Inclusion: Developing Learning and Participation 

in Schools. Bristol: Centre for Studies in Inclusive Education. 
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Contoh Kasus: Seorang guru dihadapkan pada keputusan apakah akan memberikan 

ujian khusus atau modifikasi materi ajar kepada siswa dengan disabilitas. Meskipun ini 

dapat memberikan siswa kesempatan yang lebih adil untuk berhasil, tetapi bisa jadi 

kebijakan ini memicu ketidakadilan bagi siswa lain yang tidak menerima perlakuan serupa. 

Masalah Etis: Apakah memberikan perlakuan khusus kepada siswa dengan 

kebutuhan berbeda menciptakan ketidakadilan bagi siswa lainnya? Apakah kebijakan 

inklusi pendidikan yang lebih banyak memperhatikan kebutuhan individu berisiko 

menurunkan standar pendidikan secara keseluruhan? 

Pendekatan Etis: Dalam hal ini, teori utilitarianisme mungkin mendukung 

pendekatan yang berfokus pada kebaikan terbesar bagi siswa yang membutuhkan dukungan 

khusus, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan siswa yang terpinggirkan. Sebaliknya, 

deontologi akan menekankan perlunya memastikan bahwa semua siswa diperlakukan 

sesuai dengan hak mereka, meskipun hal ini bisa berarti mengadaptasi pendekatan 

pendidikan untuk memenuhi kebutuhan yang lebih beragam. 

1.4. Penggunaan Ujian Standar 

Ujian standar sering kali digunakan sebagai ukuran objektif untuk menilai 

pencapaian siswa di banyak sistem pendidikan. Namun, ujian standar ini dapat 

menimbulkan dilema etis, terutama terkait dengan bagaimana ujian ini mengukur 

kemampuan siswa dengan cara yang adil, mengingat perbedaan kondisi sosial-ekonomi, 

akses terhadap pendidikan berkualitas, atau bahkan kondisi kesehatan mental siswa. 

Contoh Kasus: Seorang siswa yang mengalami stres berat atau gangguan 

kecemasan mungkin kesulitan tampil baik dalam ujian standar meskipun memiliki 

kemampuan akademik yang memadai. Ujian yang tidak mempertimbangkan faktor 

psikologis atau emosional siswa mungkin menghasilkan ketidakadilan. 

Masalah Etis: Apakah ujian standar ini adil? Apakah ujian semacam itu 

mencerminkan kemampuan sebenarnya dari semua siswa, atau hanya mengukur 

kemampuan untuk menghadapi tekanan ujian? 

Pendekatan Etis: Teori etika kebajikan, yang menekankan pada pengembangan 

karakter moral siswa, mungkin lebih mendukung pendekatan yang lebih holistik dalam 

penilaian, yang tidak hanya melihat hasil ujian, tetapi juga kemampuan sosial, emosional, 

dan moral siswa. Sementara itu, pendekatan utilitarianisme mungkin mendukung 

penggunaan ujian standar sebagai alat untuk menilai seberapa efektif sistem pendidikan 
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secara keseluruhan, namun tetap mengutamakan kesejahteraan siswa dalam proses 

penilaian. 

1.5. Ketidaksetaraan Akses terhadap Sumber Daya 

Ketidaksetaraan dalam akses terhadap sumber daya pendidikan sering kali menjadi 

dilema etis yang sulit dihadapi oleh pendidik. Siswa dari keluarga dengan pendapatan 

rendah atau yang tinggal di daerah terpencil mungkin tidak memiliki akses yang sama ke 

fasilitas belajar yang baik, buku, atau teknologi yang dibutuhkan untuk mendukung 

pembelajaran mereka. 

Contoh Kasus: Seorang guru di daerah dengan keterbatasan anggaran harus 

memutuskan apakah akan menggunakan sumber daya yang ada secara merata untuk semua 

siswa, atau apakah harus memberikan bantuan lebih banyak kepada siswa yang 

membutuhkan, seperti siswa dengan keterbatasan akses internet atau materi pembelajaran 

di rumah. 

Masalah Etis: Apakah lebih etis untuk memastikan bahwa setiap siswa 

mendapatkan perlakuan yang sama, meskipun hal ini mungkin tidak memenuhi kebutuhan 

individual mereka, atau apakah lebih baik memberikan bantuan tambahan bagi siswa yang 

membutuhkan lebih banyak dukungan? 

Pendekatan Etis: Pendekatan deontologis akan menekankan perlunya memenuhi 

hak-hak setiap siswa untuk mendapatkan pendidikan yang adil dan setara, meskipun ini 

mungkin memerlukan pengorbanan atau alokasi sumber daya yang berbeda. Sementara itu, 

utilitarianisme akan lebih fokus pada dampak terbesar bagi mayoritas siswa, dengan 

prioritas untuk menciptakan keadilan sosial dengan memberikan dukungan lebih kepada 

mereka yang lebih membutuhkan. 

Dilema etis yang dihadapi oleh pendidik mencerminkan tantangan yang besar dalam 

menciptakan pendidikan yang adil, inklusif, dan menghormati hak-hak siswa. Menghadapi 

dilema ini memerlukan pertimbangan yang matang dan seringkali sulit untuk memilih satu 

jalan yang benar-benar memuaskan semua pihak. Oleh karena itu, penting bagi pendidik 

untuk memiliki landasan etika yang jelas dan mengembangkan keterampilan dalam 

mengambil keputusan yang mengutamakan kesejahteraan siswa, keadilan, dan integritas 

pendidikan. 
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2. PENERAPAN TEORI ETIKA DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN DI 

BIDANG PENDIDIKAN 

Pengambilan keputusan etis dalam pendidikan melibatkan banyak pertimbangan, yang 

tidak hanya terbatas pada dampak langsung bagi siswa, tetapi juga untuk memastikan 

keadilan, kesejahteraan, dan integritas dalam sistem pendidikan. Dalam menghadapi 

dilema etis, pendidik dan pemangku kebijakan pendidikan dapat mengandalkan berbagai 

teori etika sebagai pedoman untuk membuat keputusan yang adil dan bijaksana. Berikut ini 

adalah pembahasan mengenai penerapan tiga teori etika utama deontologi, utilitarianisme, 

dan etika kebajikan dalam pengambilan keputusan pendidikan.4 

2.1. Penerapan Teori Deontologi dalam Pengambilan Keputusan Pendidikan 

Deontologi, yang dikembangkan oleh filsuf Immanuel Kant, adalah teori etika yang 

menekankan pentingnya kewajiban moral dan prinsip-prinsip yang harus diikuti, terlepas 

dari akibat dari tindakan tersebut. Deontologi berfokus pada kewajiban untuk bertindak 

dengan cara yang benar, dan menilai tindakan berdasarkan aturan atau norma yang berlaku, 

bukan hanya pada hasil yang dicapai. 

Contoh Penerapan Deontologi dalam Pendidikan: 

Kebijakan Penilaian yang Adil: Seorang pendidik yang berpegang pada prinsip 

deontologi akan memprioritaskan kewajiban moral untuk menilai siswa secara 

objektif, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, tanpa terpengaruh oleh faktor 

eksternal seperti latar belakang siswa atau sikap pribadi terhadap mereka. Ini berarti 

bahwa meskipun mungkin ada tekanan atau harapan untuk memberikan perlakuan 

khusus, seorang pendidik tetap harus menjaga prinsip keadilan dan objektivitas 

dalam proses penilaian. 

Menjaga Integritas dalam Penilaian: Dalam situasi di mana seorang guru diminta 

untuk memberikan nilai lebih tinggi atau memperlakukan siswa secara berbeda 

karena alasan tertentu (misalnya, permintaan orang tua atau pengaruh luar), 

pendidik yang berpegang pada prinsip deontologis akan menolak untuk 

melakukannya, karena hal tersebut melanggar kewajiban untuk memberikan 

penilaian yang jujur dan adil. 

 

 
4 Bentham, J. (1789). An Introduction to the Principles of Morals and Legislation. 

Mill, J. S. (1863). Utilitarianism. 
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Tantangan Penerapan Deontologi: 

Meskipun deontologi memberikan pedoman yang jelas dalam hal kewajiban moral, 

penerapannya dalam pendidikan tidak selalu mudah. Kadang-kadang, aturan yang ada 

mungkin tidak mencakup semua kondisi atau konteks spesifik dalam pendidikan, seperti 

kebutuhan siswa yang lebih besar atau keadaan tertentu yang mempengaruhi kemampuan 

mereka. Namun, prinsip deontologi tetap mengajarkan pentingnya konsistensi dan keadilan 

dalam mengambil keputusan. 

2.2. Penerapan Teori Utilitarianisme dalam Pengambilan Keputusan Pendidikan 

Utilitarianisme adalah teori etika yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham dan John 

Stuart Mill, yang berfokus pada pencapaian kebaikan terbesar untuk jumlah orang 

terbanyak. Dalam konteks pendidikan, utilitarianisme mengutamakan keputusan yang 

menghasilkan manfaat terbesar untuk kesejahteraan kolektif siswa dan masyarakat. 

Keputusan etis berdasarkan utilitarianisme mempertimbangkan dampak tindakan terhadap 

kebahagiaan atau kesejahteraan secara keseluruhan, bukan hanya untuk individu yang 

terlibat. 

Contoh Penerapan Utilitarianisme dalam Pendidikan: 

Kebijakan Disiplin dan Keamanan: Dalam kebijakan disiplin sekolah, misalnya, 

kebijakan zero-tolerance untuk kekerasan mungkin diterapkan dengan alasan untuk 

menciptakan lingkungan belajar yang aman bagi semua siswa. Meskipun kebijakan 

ini mungkin terasa keras pada individu yang terlibat, utilitarianisme akan melihat 

kebijakan ini sebagai keputusan yang bermanfaat bagi mayoritas siswa yang akan 

merasa lebih aman dan nyaman belajar dalam lingkungan yang bebas dari 

kekerasan. 

Penerimaan Siswa Berprestasi: Jika seorang sekolah memiliki keterbatasan tempat 

atau sumber daya, dan harus memutuskan siswa mana yang akan diterima dalam 

program pendidikan unggulan, utilitarianisme akan mendukung seleksi yang 

didasarkan pada kriteria yang akan membawa manfaat terbesar bagi mayoritas 

siswa atau meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Misalnya, 

memilih siswa yang memiliki potensi akademik tinggi untuk program khusus 

mungkin dianggap memberikan manfaat lebih banyak bagi masyarakat secara 

keseluruhan. 
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Tantangan Penerapan Utilitarianisme: 

Penerapan utilitarianisme sering kali menghadapi dilema ketika keputusan yang 

menguntungkan mayoritas mengabaikan kebutuhan minoritas. Dalam pendidikan, ada 

risiko bahwa kebijakan yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi sebagian besar 

siswa dapat merugikan segmen-segmen tertentu (misalnya, siswa dengan kebutuhan khusus 

atau siswa yang kurang mampu). Oleh karena itu, dalam pengambilan keputusan berbasis 

utilitarianisme, penting untuk mempertimbangkan tidak hanya jumlah orang yang 

mendapat manfaat, tetapi juga dampak negatif bagi kelompok yang lebih kecil. 

2.3. Penerapan Etika Kebajikan dalam Pengambilan Keputusan Pendidikan 

Etika Kebajikan atau Virtue Ethics, yang dikembangkan oleh Aristoteles, menekankan 

pengembangan karakter moral dan kebajikan individu. Berbeda dengan deontologi yang 

fokus pada kewajiban moral dan utilitarianisme yang fokus pada hasil, etika kebajikan lebih 

berfokus pada pengembangan kebajikan dalam diri individu dan bagaimana tindakan 

mereka mencerminkan karakter moral mereka. Dalam konteks pendidikan, ini berarti 

bahwa pendidik tidak hanya harus membuat keputusan berdasarkan aturan atau hasil, tetapi 

juga berdasarkan karakter moral mereka sendiri, seperti kejujuran, empati, dan 

kebijaksanaan.5 

Contoh Penerapan Etika Kebajikan dalam Pendidikan: 

Membangun Karakter Moral Siswa: Seorang guru yang berpegang pada prinsip 

etika kebajikan akan berusaha untuk menanamkan kebajikan dalam proses belajar 

mengajar, seperti menghargai kejujuran, mengembangkan empati terhadap teman 

sebaya, dan menunjukkan keberanian dalam menghadapi tantangan. Sebagai 

contoh, jika seorang siswa menyontek dalam ujian, alih-alih hanya memberikan 

hukuman, guru yang berfokus pada etika kebajikan mungkin akan mencari cara 

untuk mengajarkan siswa tersebut mengenai pentingnya kejujuran dan integritas 

dalam kehidupan akademik. 

Pendekatan Restoratif dalam Disiplin: Dalam menghadapi pelanggaran disiplin, 

pendidik yang menganut etika kebajikan mungkin akan mengutamakan pendekatan 

restoratif (restorative justice), di mana siswa yang melakukan pelanggaran diajak 

untuk memahami dampak tindakannya, meminta maaf, dan bekerja untuk 

 
5 Bentham, J. (1789). An Introduction to the Principles of Morals and Legislation (Oxford: 

Clarendon Press). 



 

Pediaqu : Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora 

Volume 4 Nomor 1 Januari (2025) 

 

2178 

memperbaiki kesalahan mereka. Ini lebih menekankan pada perbaikan karakter dan 

pembangunan hubungan baik daripada hanya menghukum siswa. 

3. TANTANGAN DALAM MENJAGA INTEGRITAS DAN KEADILAN 

DALAM PENDIDIKAN 

Menjaga integritas dan keadilan dalam dunia pendidikan adalah salah satu tantangan 

terbesar yang dihadapi oleh pendidik, administrator, dan pemangku kebijakan pendidikan. 

Keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kualitas pengajaran dan 

pembelajaran, tetapi juga oleh sejauh mana sistem pendidikan dapat memastikan bahwa 

keputusan yang diambil adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam 

menghadapi tantangan ini, pendidik harus berupaya untuk menyeimbangkan berbagai nilai, 

kepentingan, dan harapan yang mungkin saling bertentangan.6 

3.1. Tantangan Menjaga Integritas dalam Pendidikan 

Integritas dalam pendidikan merujuk pada kualitas moral yang mengedepankan kejujuran, 

keterbukaan, dan kesetiaan pada prinsip-prinsip etika yang berlaku dalam lingkungan 

akademik. Beberapa tantangan utama dalam menjaga integritas di dunia pendidikan 

meliputi: 

a. Kecurangan Akademik 

Salah satu tantangan terbesar dalam menjaga integritas di lingkungan pendidikan adalah 

menangani masalah kecurangan akademik, seperti plagiarisme, menyontek dalam ujian, 

atau manipulasi nilai. Meskipun banyak sekolah dan universitas menerapkan kebijakan 

anti-plagiarisme, kecurangan tetap terjadi dengan alasan tekanan akademik yang tinggi, 

tuntutan untuk memperoleh nilai yang baik, atau bahkan ketidakpahaman terhadap apa 

yang dimaksud dengan kejujuran akademik. 

Tantangan: Bagaimana pendidik dapat menangani kecurangan tanpa merusak 

hubungan dengan siswa atau menciptakan rasa tidak percaya di antara mereka? 

Apakah hukuman yang diberikan kepada pelaku kecurangan cukup adil, atau malah 

tidak memadai? 

Solusi: Pendekatan yang dapat diterapkan adalah menekankan pentingnya etika 

akademik sejak awal pendidikan, menyediakan pelatihan mengenai cara 

 
6 Danielson, C. (2007). Enhancing Professional Practice: A Framework for Teaching. Alexandria, 

VA: Association for Supervision and Curriculum Development. 



 

Pediaqu : Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora 

Volume 4 Nomor 1 Januari (2025) 

 

2179 

menghindari plagiarisme, dan membangun budaya akademik yang mendorong 

kejujuran dan tanggung jawab. 

b. Tekanan untuk Mencapai Target Akademik 

Dalam banyak sistem pendidikan, ada tekanan besar pada pendidik untuk mencapai target 

tertentu (misalnya, angka kelulusan tinggi atau skor ujian standar). Tekanan ini dapat 

mengarah pada praktik yang tidak etis, seperti memberikan nilai lebih tinggi dari yang 

seharusnya, mengabaikan kekurangan siswa, atau menuruti tekanan eksternal untuk 

mencapai hasil yang diinginkan. 

Tantangan: Apakah pendidik harus mengorbankan prinsip keadilan dan integritas 

untuk memenuhi harapan atau target yang telah ditetapkan? 

Solusi: Pendidik harus memiliki keberanian untuk tetap setia pada standar akademik 

dan berpegang pada nilai-nilai integritas meskipun ada tekanan. Keterbukaan 

kepada pihak yang berwenang mengenai tantangan yang dihadapi dalam mencapai 

target dapat membantu menciptakan solusi yang lebih etis. 

c. Keterbukaan dan Transparansi dalam Penilaian 

Dalam beberapa kasus, pendidik atau lembaga pendidikan tidak selalu transparan dalam 

memberikan penilaian atau umpan balik kepada siswa, yang dapat menciptakan 

ketidakpercayaan di antara mereka. Ketidakjelasan dalam kriteria penilaian atau keputusan 

yang diambil secara tidak jelas bisa memicu tuduhan bias atau ketidakadilan. 

Tantangan: Bagaimana menciptakan sistem penilaian yang tidak hanya adil tetapi 

juga transparan dan dapat dipertanggungjawabkan? 

Solusi: Pendidik harus menjelaskan secara rinci kriteria penilaian sejak awal dan 

memberikan umpan balik yang konstruktif. Di sisi lain, sistem penilaian yang jelas 

dan objektif dapat membantu menghindari kecurigaan atau ketidakadilan di 

kalangan siswa. 

3.2. Tantangan Menjaga Keadilan dalam Pendidikan 

Keadilan dalam pendidikan mencakup pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip yang 

memastikan setiap individu diperlakukan secara adil, memiliki akses yang sama terhadap 

sumber daya pendidikan, dan diberi kesempatan untuk berkembang sesuai dengan 

potensinya. Beberapa tantangan dalam menjaga keadilan pendidikan adalah sebagai 

berikut: 
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a. Perbedaan Akses dan Kesempatan 

Salah satu tantangan utama dalam pendidikan adalah kesenjangan yang ada antara siswa 

dari latar belakang sosial-ekonomi yang berbeda. Siswa yang datang dari keluarga kurang 

mampu atau daerah yang kekurangan sumber daya mungkin tidak memiliki akses yang 

sama dengan siswa lain terhadap fasilitas pendidikan yang memadai, seperti buku, 

teknologi, atau bimbingan pribadi. 

Tantangan: Bagaimana memberikan kesempatan yang setara kepada semua siswa 

jika sumber daya yang ada terbatas? 

Solusi: Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu berusaha untuk menyediakan 

akses yang lebih merata terhadap sumber daya pendidikan. Program beasiswa, 

dukungan bagi siswa dengan kebutuhan khusus, dan penyediaan fasilitas 

pendidikan di daerah terpencil dapat membantu mengurangi kesenjangan 

pendidikan. 

b. Diskriminasi dan Bias 

Diskriminasi dalam pendidikan, baik yang berbasis pada ras, gender, agama, atau status 

sosial, masih menjadi masalah besar di banyak negara. Bias yang terjadi dalam proses 

rekrutmen, penilaian, dan pengajaran dapat menciptakan ketidakadilan yang merugikan 

siswa tertentu. 

Tantangan: Bagaimana mengurangi diskriminasi dan bias dalam penilaian serta 

interaksi pendidikan sehari-hari? 

Solusi: Pendidikan tentang keberagaman dan inklusi sangat penting untuk 

mengurangi bias dalam pengajaran. Selain itu, pendidik dan pemangku kebijakan 

harus memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan di sekolah atau universitas 

mengutamakan kesetaraan kesempatan tanpa memandang latar belakang siswa. 

c. Pemenuhan Kebutuhan Siswa dengan Berbagai Kemampuan 

Siswa dengan kebutuhan khusus atau disabilitas sering kali menghadapi tantangan dalam 

mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya. Tanpa pendekatan yang tepat, 

mereka mungkin merasa dipinggirkan atau kesulitan untuk mengikuti materi ajar yang 

disampaikan secara umum. 

Tantangan: Bagaimana mendesain kurikulum dan metode pengajaran yang bisa 

mencakup semua jenis siswa, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus? 
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Solusi: Pendekatan pendidikan inklusif yang mengakomodasi berbagai gaya belajar 

dan kebutuhan siswa harus diterapkan. Penyediaan fasilitas yang mendukung, 

seperti alat bantu pengajaran atau pengajaran khusus, dapat membantu siswa 

dengan disabilitas untuk mendapatkan kesempatan yang setara dalam belajar. 

d. Peran Ujian Standar dalam Pendidikan 

Ujian standar yang digunakan untuk menilai kemampuan siswa sering kali dipandang 

sebagai cara yang objektif untuk mengukur pencapaian akademik. Namun, ujian standar 

bisa menimbulkan ketidakadilan, karena tidak semua siswa memiliki kemampuan atau 

peluang yang sama dalam mempersiapkan ujian tersebut. 

Tantangan: Apakah ujian standar selalu adil bagi semua siswa, mengingat 

perbedaan latar belakang dan akses yang dimiliki oleh masing-masing siswa? 

Solusi: Menilai kemampuan siswa dengan berbagai cara selain ujian standar, seperti 

proyek berbasis penilaian, presentasi, atau portofolio, bisa lebih mencerminkan 

kemampuan siswa secara lebih holistik. Selain itu, ujian standar harus 

mempertimbangkan perbedaan individu dalam hal kondisi emosional dan 

psikologis siswa. 

3.3 Cara Mengatasi Tantangan dalam Menjaga Integritas dan Keadilan 

Untuk mengatasi tantangan dalam menjaga integritas dan keadilan, pendidik dan pemangku 

kebijakan pendidikan harus Menjaga integritas dan keadilan dalam pendidikan merupakan 

hal yang sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang sehat, adil, dan 

mendukung perkembangan setiap individu. Meskipun tantangan yang dihadapi sangat 

besar, dengan langkah-langkah yang tepat, pendidik dapat berkontribusi dalam 

menciptakan pendidikan yang lebih inklusif, transparan, dan adil. Hal ini tidak hanya akan 

meningkatkan kualitas pendidikan itu sendiri, tetapi juga mempersiapkan siswa untuk 

menjadi individu yang memiliki kesadaran moral dan rasa tanggung jawab sosial yang 

tinggi. 

4. REKOMENDASI UNTUK KEBIJAKAN PENDIDIKAN YANG LEBIH ETIS 

DAN ADIL 

Kebijakan pendidikan yang adil dan etis sangat penting untuk menciptakan sistem 

pendidikan yang tidak hanya efektif dalam transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga 

mendukung perkembangan moral, sosial, dan emosional siswa. Pendidikan yang adil 

memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau 
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budaya, memiliki kesempatan yang setara untuk sukses. Di sisi lain, kebijakan yang etis 

mengedepankan prinsip-prinsip kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab dalam 

pengambilan keputusan. 

Menciptakan kebijakan pendidikan yang etis dan adil memerlukan upaya bersama 

dari pemerintah, lembaga pendidikan, pendidik, orang tua, dan masyarakat. Kebijakan yang 

inklusif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan siswa akan menciptakan sistem 

pendidikan yang lebih baik, yang tidak hanya berfokus pada hasil akademik, tetapi juga 

pada pembangunan karakter, integritas, dan keadilan sosial. Dengan kebijakan yang 

memperhatikan keberagaman, kesetaraan akses, dan hak asasi manusia, pendidikan dapat 

menjadi alat yang kuat untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, beradab, dan 

berkelanjutan. 

 

KESIMPULAN  

Pengambilan keputusan etis dalam bidang pendidikan adalah aspek yang sangat 

krusial untuk memastikan bahwa sistem pendidikan tidak hanya efektif dalam memberikan 

pengetahuan, tetapi juga dalam mempromosikan nilai-nilai moral yang mendasari keadilan, 

integritas, dan tanggung jawab sosial. Dalam dunia pendidikan yang semakin kompleks, 

pendidik dan pemangku kebijakan harus menghadapi beragam dilema etis yang berpotensi 

memengaruhi individu, baik siswa, guru, orang tua, maupun masyarakat secara luas. 

Dari pembahasan yang telah diuraikan, kita dapat menyimpulkan bahwa prinsip-

prinsip etika, seperti keadilan, transparansi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, 

harus menjadi landasan dalam setiap pengambilan keputusan di dunia pendidikan. Teori-

teori etika seperti deontologi, utilitarianisme, dan etika kebajikan memberikan kerangka 

yang berguna bagi pendidik untuk membuat keputusan yang adil dan bijaksana, meskipun 

tantangan yang dihadapi seringkali sangat kompleks dan penuh tekanan. 

Tantangan utama dalam menjaga integritas dan keadilan dalam pendidikan 

mencakup isu-isu seperti diskriminasi, kecurangan akademik, bias dalam penilaian, dan 

ketidaksetaraan akses pendidikan. Oleh karena itu, penerapan kebijakan pendidikan yang 

lebih etis dan adil harus melibatkan prinsip inklusivitas, kesetaraan akses, serta transparansi 

dalam setiap aspek pendidikan, mulai dari penilaian hingga kebijakan disiplin. 

Agar kebijakan pendidikan dapat lebih adil, perlu adanya langkah-langkah seperti 

pendekatan pendidikan inklusif, transparansi dalam penilaian dan pengambilan keputusan, 
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serta penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia di setiap tingkat pendidikan. Selain itu, 

keterlibatan komunitas dan orang tua juga sangat penting untuk menciptakan lingkungan 

pendidikan yang mendukung perkembangan moral, sosial, dan intelektual siswa secara 

holistik. 

Secara keseluruhan, pengambilan keputusan etis dalam pendidikan bukan hanya 

soal mencapai hasil akademik yang optimal, tetapi juga memastikan bahwa setiap individu 

diperlakukan secara adil, memiliki kesempatan yang setara, dan dihormati martabatnya. 

Dengan demikian, pendidikan tidak hanya membentuk intelektual siswa, tetapi juga 

karakter mereka sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan beretika. 
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